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MOTTO 
 
                
          
 
Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu. 
( Q.S An-Nisa’: 29) 
 
 
 
          
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
( Q.S Ar-Rahman : 13) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
Ba B Be 
Ta T Te 
ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
Jim J Je 
ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
kha Kh Ka dan ha 
dal D De 
viii 
 
żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
Ra R Er 
zai Z Zet 
Sin S Es 
syin Sy Es  dan ye 
ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
gain G Ge 
Fa F Ef 
qaf Q Ki 
kaf K Ka 
Lam L El 
mim M Em 
nun N En 
ix 
 
wau W We 
Ha H Ha 
hamzah ...’… Apostrop 
Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
Fathah a A 
Kasrah i I 
 ‎ Dammah u U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. Kataba 
2. Żukira 
3. Yażhabu 
 
x 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
Fathah dan ya Ai a dan i 
Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Kaifa 
2. Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
Fathah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
Dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
 
 
 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Qāla 
2. Qīla 
3. Yaqūlu 
4. Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
xii 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Rabbana 
2. Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Ar-rajulu 
2. Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
xiii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Akala 
2. Taꞌkhużuna 
3. An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
 
Aprilia Pinky Widya Rahmawati, NIM 142111151, “PRAKTIK GADAI 
KENDARAAN BERMOTOR DI DESA PARE KECAMATAN 
MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN  TAHUN 2017-2018 
(PRESPEKTIF TEORI RAHN)” 
 Penelitian ini membahas  praktik gadai kendaraan bermotor yang terjadi di 
Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen menurut teori rahn. 
 Penelitian ini menggunakan mtode fieled research atau lapangan dengan 
menggunakan sumber data primer dari wawancara langsung dengan pihak-pihak 
penerima dan penggadai yang ada di Desa Pare. Analisis dalam pembahasan ini 
adalah analisa deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif. 
 Dari hasil penlitian dapat disimpulkan, praktik gadai di Desa Pare 
Kecamatan Mondokan pada dasarnya sudah sesuai dengan Hukum Islam tentang 
teori rahn yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat rahn, namun ada beberapa 
hal yang harus diperhatikan dan diperjelas yaitu hal-hal pada saat akad gadai 
berlangsung. 
 
Kata Kunci: Praktik Gadai, Kendaraan Bermotor, Konsep Rahn. 
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ABSTRACT 
 
 
Aprilia Pinky Widya Rahmawati, NIM 142111151, THE PRACTICE OF 
PLEDGE OF MOTOR VIHICLES IN THE VILLAGE OF PARE 
SUBDISTRICT MONDOKAN SRAGEN REGENCY IN 2017-2018 ( RAHN 
THEORY PERSPECTIVE) 
 
This study discusses the practice of motorbike lizards that occurred in the 
village district of mondokan district of sragen regency according to rahn theory. 
 
This theory uses the method of field research or field by using primary 
data source from direct interview with parties receiving pawn in village of pare. 
The analysis in this discussion is qualitative descriptive analysis using deductive 
thinking. 
 
From the research results can be concluded, the practice of pledge in the 
village of pare subdistrict mondokan basically is in accordance with Islamic law 
about rahn. But there are some things that must be considered and clarified the 
things at the time of pledge agreement took place. 
 
Keyword: pawn practice, motor vehivle, rahn concept 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
Manusia dalam mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya 
banyak mengalami masalah khususnya masalah ekonomi. Untuk memenuhi 
kebutuhan ekonomi, masyarakat melakukan hutang piutang dangan memberikan 
jaminan berupa barang yang biasa disebut dengan gadai. Hutang piutang sendiri  
adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan 
mengembalikan atau membayar yang sama pula. Sedangkan hutang dengan 
jaminan  atau rahn mempunyai istilah penahanan atau menjadikan suatu benda 
bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan hutang.1 Praktik gadai 
sudah berlangsung sejak dulu hingga saat ini. 
Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong 
menolong, yang kaya harus menolong yang miskin yang mampu harus menolong 
yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan 
bisa berupa pinjaman. Dalam hukum Islam, pinjaman harus menjaga kepentingan 
kreditur, jangan sampai kreditur dirugikan. Oleh sebab itu kreditur boleh 
meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Apabila debitur tidak 
                                                          
1
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang, Gadai, cet ke-2, 
(Bandung: PT al-ma’arif, 1983), hlm. 1. 
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mampu melunasi pinjamanya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. 
Konsep tersebut dalam fiqh dikenal dengan istilah rahn.2 
Pegadaian Islam, dalam pengoperasianya menggunakan metode Fee 
Based Income (FBI). Nasabah dalam menggunakan marhu>n bih mempunyai 
tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah, 
atau tambahan modal kerja. Oleh karenanya pegadain menggunakan metode FBI. 
Fee sendiri artinya adalah ongkos, biaya, dan uang sedangkan Based artinya 
kaki, dasar, pangkalan atau pokok dan Income artinya penghasilan atau 
pendapatan. Jadi yang dimaksud dengan FBI adalah pendapatan di luar bunga 
dari provisi kredit.3 
Di Desa Pare Mondokan Sragen, yang terletak di pinggiran kota Sragen 
Jawa Tengah yang berpenduduk kurang lebih 4328 penduduk yang mayoritasnya 
adalah umat Islam, hampir semua penduduk Desa Pare adalah Islam tidak lebih 
dari 10 kepala keluarga yang beragamakan non muslim.4 Di Desa Pare 
Mondokan Sragen banyak terjadi praktik hutang piutang dengan menggunakan 
barang jaminan atau biasa disebut gadai, di Desa Pare tersebut praktik gadai yang 
dilakukan adalah hutang piutang dengan jaminanan menggunakan tambahan 
sebesar 10% tetapi ada juga yang seikhlasnya, tambahan tersebut tidak diminta 
oleh pihak penerima gadai namun warga di Desa Pare sudah mengetahui dan 
                                                          
2
 Muhammad Sholikul hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 2. 
3
 Mohamad heykal, Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010) , hlm. 276. 
4
 Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen “Profil Desa”, dikutip dari 
http://www.sragen.go.id/statis-27-mondokan.html, di akses 23 Desember 2017. 
3 
 
 
 
paham bahwa umumnya tambahan tersebut sebagai rasa terimakasih atas 
pemberian pinjaman dengan menggadaikan sepeda motor, hak guna barang gadai 
juga boleh digunakan oleh pihak penerima karena apabila motor tidak digunakan 
dalam waktu lama akan mengakibatkan kerusakan dan tidak terawatnya sepeda 
motor tersebut, walaupun pada awal akad tidak ada kesepakatan untuk 
pemanfaatan barang gadai.5 Bapak Mardi juga menuturkan asal mula praktik 
gadai seperti ini tidak diketahui karna bawasanya memang sudah sejak lama dan 
sudah menjadi kebiasaan yang diketahui seluruh masayarakat di Desa Pare 
tersebut.6 Contoh Bapak Yatin menggadaikan motor varionya kepada Bapak 
Hartanto Taksiran jual Rp. 5.000.000,- besarnya pinjaman yang tentukan kedua 
belah pihak sebesar Rp. 2.000.000,- sesuai yang telah disepakati. Besarnya 
perhitungan dalam pengembalian uang pinjaman ditambah 10% dari uang yang 
telah dipinjam adalah Rp. 2.200.000,- tambahan diberikan diakhir pengembalian 
namun ada juga yang memberi seiklasnya tanpa adanya pemaksaan tergantung 
pihak penggadai itu sendiri.7 
Yang membuat saya ingin meneliti masalah ini adalah banyaknya praktik 
gadai yang dilakukan masyarakat muslim di Desa Pare sudah sesuai dengan teori 
rahn atau belum serta adanya potongan/tambahan 10% yang diberikan kepada 
                                                          
5
 Manyul, Pihak yang menggadaikan di Desa Pare, Wawancara pribadi, 25 November 2017,  
jam 15.00-15.30 WIB 
6
 Mardi, Penerima Gadai di Desa Pare, Wawancara pribadi, 26 November 2017,  jam 19.00-
19.15 WIB. 
7
 Yatin, Pihak yang Menggadaikan di Desa Pare, Wawancara pribadi, 7 Desember 2017,  jam 
11.00-11.30 WIB. 
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pihak penerima gadai sebagai tanda terimakasih dan sudah umum di desa 
tersebut serta hak guna kendaraan yang dimanfaatkan. Disini perlu diteliti apakah 
kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pare, Mondokan, 
Sragen dengan adanya sejumlah tambahan sebagai imbalan terimakasih serta 
pemanfaatan barang gadai tersebut diperbolehkan dalam Islam apakah dilarang 
dalam Islam dengan menggunakan teori rahn. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses pelaksanaan gadai kendaraan bermotor di Desa Pare 
Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen ? 
2. Bagaimana tinjauan teori rahn tentang praktik gadai kendaraan bermotor di 
Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen tersebut? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai di Desa Pare  Kecamatan 
Mondokan Kabupten Sragen. 
2. Untuk mengetahui tinjauan teori rahn bila dikaitkan dengan sistem gadai di 
Desa Pare tersebut. 
Manfaat Penelitian ini adalah: 
1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat 
berguna sebagai pengetahuan tentang praktik gadai yang ada di Desa Pare 
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2. Penelitian ini adalah sumbang pikir dari penulis yang dapat menambah 
pengetahuan tentang Praktik gadai kendaraan bermotor yang ada di Desa Pare 
Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen ditinjau dari konsep teori rahn. 
D. Kerangka terori  
Dalam praktik gadai yang terjadi di Desa Pare, salah satu kerjasama yang 
dilakukan adalah adanya suatu kebutuhan yang mendadak yang dialami oleh 
masyarakat di desa tersebut. Untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat dan 
tanpa adanya persyaratan yang rumit masyarakat sering melakukan praktik gadai. 
Yaitu pihak rahn mempunyai motor yang akan digadaikan pada murtahi>n  atau 
pihak penerima gadai. Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh rahn dan 
murtahi>n keduanya saling mengerti tentang konsekuensinya yaitu adanya 
potongan atau tambahan 10% atau seiklasnya dari pihak ra<hin untuk murtahi>n 
sebagai rasa terimkasih.8 Tanpa adanya perjanjian sepeda motor yang digadaikan 
akan dimanfaatkan sendiri oleh murtahi>n. Kesepakatan yang dilakukan hanya 
pada batas waktu kapan motor yang digadaikan akan diambil, dan jika telah 
melewati batas waktu yang disepakati tidak akan ada penyitaan barang gadai 
apabila pihak ra<hin  telah memberi tahu apa alasan belum diambilnya motor yang 
dijadikan jaminan pada murtahi>n, karena praktek gadai yang dilakukan hanya 
satu lingkup kawasan.9 
                                                          
8
 Pardi, Pihak yang  Menggadaikan di Desa Pare, Wawancara pribadi, 17 Januari  2017 jam 
14.00-14.30 WIB. 
9
 Hartanto, Penerima gadai di Desa Pare, Wawancara pribadi, 25 November 2017 jam 13.00-
13.30 WIB 
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Fiqh menjelaskan bahwa perjanjian gadai atau disebut rahn, yaitu 
perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Gadai (rahn) dapat 
diartikan pula sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau 
menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara‟ sebagai tanggungan 
pinjaman (marhu>n bih) sehingga dengan adaya tanggungan utang ini seluruh atau 
sebagian utang dapat diterima. Orang yang menyerahkan barang gadai disebut 
ra<hin, orang yang menerima barang gadai disebut murtahi>n dan barang yang 
digadaikan disebut marhu>n, selain itu terdapat s}i<gat akad.10 
Akad gadai merupakan suatu kegiatan menjadikan suatu barang sebgai 
jaminan atas hutang. Dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam 
pembayaranya maka utang tersebut dapat dibayar dari hasil penjualan yang 
dijadikan jaminan tersebut.11 
Allah SWT menurunkan syari’at (hukum) Islam untuk mengatur 
kehidupan manusia baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat, 
didalamnya mengatur atau mencakup masalah muamalah seperti gadai.12 
1. Pengertian gadai (Rahn) 
Pengertian gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas 
                                                          
10
 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah,  (Bandung: 
ALFABETA, CV, 2009), hlm. 32. 
11
  Bagus Hermawan, “ Tinjuan Hukum Islam Teradap pengguanaan  Barang Gadai di Ikhsan 
Rent Krapyak Kulon, Sewon, Bantul”, Az Zarqa‟  Vol 7, 2015. Hlm. 186. 
12
 Suparman Usman,  Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata 
Hukum Indonesia), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),  hlm 65. 
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suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang 
atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan pihak berpiutang 
itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada 
orang-orang yang berpiutang lainya, dengan pengecualian biaya untuk melelang 
barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang 
itu digadaikan, biaya-biaya lama harus didahulukan.13 
Gadai merupakan perbuatan yang halal dan dibolehkan bahkan termasuk 
perbuatan yang mulia karena mengandung manfaat yang sangat penting bagi 
kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia.14 Sebagaimana firman Allah 
dalam surah Al-Baqarah (2): 283 yaitu: 



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah yang dipercayai itu  
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhanya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
                                                          
13
 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata (hak-hak memberi jaminan jilid II), 
(Jakarta: ind-Hill-CO, 2002), hlm. 43. 
14
 Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2006), hlm. 176. 
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barang siapa yang menyembunyikanya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”15 
Ayat di atas menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan 
tidak secara tunai, dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis 
yang akan menuliskanya. Dalam hal muamalah tidak tunai yang dilakukan dalam 
perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskanya, maka 
hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada 
pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling memprcayai dan 
menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa 
menyerahkan barang jaminan. Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu 
hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan 
tunai dan tidak ada juru tulis tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam 
keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan.16 
Definisi rahn adalah, harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan 
hutang yang bersifat mengikat, menjadikan suatu barang sebagai jaminan 
terhadap harta (piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak 
tersebut baik seluruhnya maupun sebagiannya).17 Rahn juga bisa di artikan 
                                                          
15
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya jilid I, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 431. 
16
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an…, hlm. 437-438. 
17
 Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 161. 
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barang sebagai jaminan utang, yang didapat dijadikan pembayaran utang apabila 
orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya.18 
Landasarn rahn dalam As-Sunah : 
Artinya: “Dari Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW. Pernah mebeli 
makanan dengan menggadaikan baju besi” ( HR. Bukhari dan Muslim)19 
Berdasarkan landasan tersebut Ulama bersepakat bahwa rahn merupakan 
transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar (Jumhur Ulama, ada 
beberapa rukun bagi akad rahn yang terdiri dari: 
1. S}i<gat   (lafadz ijab dan Kabul) 
2. orang yang menggadaikan (ra<hin ), orang yang menerima gadai 
(murtahi>n),  
3. marhu>n (barang yang digadaikan) 
4. sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni hutang, dan sifat akad 
(marhu>n bih).  
Sedangkan sahnya akad rahn ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad ini  yakni: berakal, 
baligh, barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta 
                                                          
18
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 233. 
19
 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Fil ar-Rahan al-Hadari, bab ar-Rahan „indal Yahudi wa 
Ghairuhum, ( Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t), II: 78. 
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barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (marhu>n  
atau yang mewakilinya).20  
Sedangkan syarat-syarat gadai adalah: 
1. Ijab dan Kabul 
2. Benda yang digadaikan 
3. Orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai 
4. Tidak boleh merugikan orang yang menggadaikan  
5. Tidak juga merugikan orang yang menerima gadai. 
Menurut Sayyid Sabiq Apabila batas waktu telah tiba maka penggadai 
wajib membayar dan melunasi utangnya. Apabila dia tidak mau membayar dan 
tidak mengizinkan penjualan gadaian maka penguasa boleh memaksanya untuk 
membayar dan menjual gadaian. Setelah dia menjualnya, apabila ada yang tersisa 
dari hasil penjualan itu adalah miliknya dan apabila ada yang tersisa dari utang 
maka itu adalah tanggungannya.21 
Menurut hukum Islam dalam bermuamalah harus memenuhi empat 
prinsip muamalah, termasuk didalamnya adalah gadai, diantaranya: 
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah hukumnya mubah, kecuali 
yang telah ditentukan oleh al-Qur’an dan al-Hadist. Hal ini bisa dilihat 
berdasarkan kaidah dibawah ini: 
                                                          
20
 Muhammad Sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, ( Yogyakarta:Penerbit 
Ombak, 2014), hlm. 198. 
21
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, ( Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 105. 
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Artinya: “ Hukum asal sesuatu itu boleh.”22 
 
2. Pada dasarnya muamalah itu harus atas keridhaan kedua belah pihak, atas 
dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Sebagaimana 
dijelaskan dalam surat An-Nisaa’ ayat 29: 
               
       
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil‟ kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” ( An-Nisaa’)23 
3. Muamalah yang dilakukan dengan memelihra nilai keadilan menghadiri 
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 
kesempitan. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 
90: 
          
         
                                                          
22
 Asjmuni A. Rahman, Qa‟idah-Qa‟idah Fiqh (Qawa‟id  Fiqhyyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 
1976), 75. 
23
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an…, hlm.107. 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”24 
 
4. Menurut pandangan hukum islam, hubungan muamalah antara sesama 
manusia, terhindar dari unsur maisir, gharar dan riba, yang akan 
membahayakan bahaya atau mudharat yang dapat merugikan pihak, 
prinsip ini sesuai dengan ushuliyyah yang menyatakan: 
Artinya: “Kesulitan harus dihilangkan”25 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Dalam kajian pustaka ini berguna sebagai acuan dalam penelitian dan 
juga referensi dalam penelitian ini. Dalam telaah pustaka ini juga berguna untuk 
menghindari penjiplakan karya orang lain. Fokus dalam penelitian ini adalah 
Praktik gadai motor di Desa Pare, Mondokan, Sragen. merupakan media 
pemanfaatan yang ada saat terjadi kesulitan yang mendadak dan tidak ada 
keterpaksaan antara kedua belah pihak dalam melakukan gadai tersebut. 
Skripsi Emi Yuliasari, dari Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negri Surakarta, 2009 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktek Gadai Handphone (Studi pada  konter Phone Laris Kartasura) 
                                                          
24
 Ibid, hlm.377. 
25
 Muchis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah ( pedoman dasar istimbath Islam), 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123. 
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Dalam penelitian ini yang dijadikan objek adalah handphone, akad dalam 
perjanjian gadai disini hanya ditetapkan oleh pihak  murtahi>n  atau konter tidak 
atas kesepakatan antara keduanya. Harga taksiran handphone dimajukan sebulan 
kedepan, tambahan yang diberikan adalah 10.000/minggu. Ada bukti kwitansi 
sebagai tanda bukti telah terjadinya transaksi gadai. Tidak ada toleransi apabila 
pada habis jangka waktu barang jaminan tidak diambil, barang jaminan atau 
handphone akan langsung dimiliki oleh konter tersebut.26 Tinjauan Hukum Islam 
pada skripsi yang dimaksud adalah sesuai dengan fiqh muamalah tentang gadai 
dalam Islam. Bedanya dengan skripsi penulis adalah objeknya yaitu sepeda 
motor, serta permasalahan yang ada, karena dalam praktik gadai sudah menjadi 
kebiasaan masyarakat di desa tersebut. Dalam perjanjian tidak ada bukti kwitansi 
serta adanya toleransi karena praktik gadai dalam ruang lingkup satu kawasan, 
sangat jarang terjadi penyitaan barang gadai bila pihak penggadai masih 
bertanggung jawab atas hutangnya kepada penerima gadai. 
Skripsi M. Abadi Agung. F, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010 yang berjudul 
“Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Studi 
Kasus di Dusun Krajan Krandalor kab. Semarang, hasil penelitian ini 
memberikan kesimpulan bahwa praktik pegadaian dilatar belakangi ekonomi 
untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya ataupun untuk biaya pendidikan 
                                                          
26
 Emi Yulia Sari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Handphone (Studi pada  
konter Phone Laris Kartasura), (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Surakarta, Skripi, 2009), hlm. 83-
84. 
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anaknya. Dan pihak penggadai melakukan hal tersebut atas dasar tolong 
menolong dan adanya keuntungan yang didapatkanya yaitu meminjamkan uang 
ke pegadaian dan bisa memanfaatkan barang jaminan dari penggadai yaitu 
sepeda motor dan uang akan dikembalikan secara utuh.
27
 Skripsi tersebut 
memang ada persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama objeknya 
kendaarn bermotor namun ada perbedaan yaitu konsep hukumnya jika dalam 
skripsi M. Abdi Agung. F menggunakan konsep sosiologi hukum Islam, dalam 
skripsi penulis konsep yang daiambil adalah teori rahn, serta praktik gadai yang 
terjadi jika dalam skipsi M. Abadi Agung. F tidak ada tambahan dan 
keuntunganya dari pemanfaatan barang gadai, dalam skripsi penulis barang gadai 
akan dimanfaatkan serta adanya tambahan sebagai wujud terimakasih namun 
tidak ada paksaan dan tidak disebutkan pada saat akad, tambahan yang diberikan 
memang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Desa Pare. 
Skipsi Heri Agus Prasetyo, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta, 2017 yang berjudul “Analisis Managemen 
Resiko Pembiyaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Solo Baru”  Dalam penelitian ini yang dijadikan objek adalah emas yang 
mempunyai kadar 16-24 karat, akad yang digunakan dalam skripsi gadai emas 
disini adalah akad Qard} (pengikat pembiayaan yang disediakan bank kepada 
nasabah), akad rahn (pengikat emas sebagai jaminan) , dan akad ija>rah (untuk 
                                                          
27
 M. Abadi Agung. F, “Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam 
Studi Kasus di Dusun Krajan Krandalor kab. Semarang), (Skripsi, Universitas Islam Negri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2010), hlm. 73-75. 
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penitipan tempat).28 Jadi disini sudah jelas akad yang digunakan dan ada bukti 
bahwa telah terjadi perjanjian atara kedua belah pihak. Perbedaan dalam skripsi 
Heri Agus Prasetyo dengan skripsi penulis adalah jika dalam skripsi tersebut 
praktik gadai dalam lembaga jadi akad yang dipakai jelas serta ada aturan-aturan 
hukum yang mengikat, barang-barang yang akan digadaikan sudah disebutkan 
dan ada perhitungan untuk sewa tempat, perawatan dan lain-lain. Dalam skripsi 
penulis akadnya juga sama-sama menggadaikan tetapi tidak mengetahui 
bagaimana yang sesuai dengan hukum Islam, barang gadai hanya sepeda motor 
dan tidak ada perjanjian serta hukum yang mengikat perjanjian antara keduanya 
karena tidak ada bukti tertulis. 
Skripsi Ade Tri Cahyani, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta, 2014 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Praktik Gadai 
Pada Masyarakat Kecamatan Tepos Kota Depok” hasil penelitian dalam skripsi 
ini memberikan kesimpulan bahwa mekanisme gadai yang banyak terjadi di 
masyarakat pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut syar’i 
baik rukun maupun syaratnya. Dalam skripsi ini barang yang digadaikan tidak 
hanya sepeda motor dan juga sering menyewakan barang yang digadainya. 
Tetapi yang sering terjadi di masyarakat adalah akad gadai tidak sempurna atau 
belum sesuai syariat Islam. Seluruh praktik gadai yang penulis temukan 
mengandung unsur riba dan pemanfaatan atas barang yang digadaikan, karena 
                                                          
28
 Heri Agus Prasetyo, “Analisis Managemen Resiko Pembiyaan Gadai Emas Studi Kasus 
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru”,  (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Surakarta, 
Surakarta, 2017), hlm. 81-82. 
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akad dalam gadai sangatlah penting dan menjadi ujung tombak atas sah tidaknya 
suatu transaksi gadai yang dilakukan oleh ra<hin  dan murtahi>n.29 Perbedaan 
skripsi Ade Tri Cahyani dengan skripsi penulis adalah objeknya jika dalam 
skripsi tersebut barang gadai tidak hanya sepeda motor namun semua barang-
barang yang bernilai jual serta barang gadai akan disewakan oleh pihak penerima 
gadai. Dalam skrips penulis barang gadai hanya sepeda motor dan tidak boleh 
disewakan hanya untuk dimanfaatkan penerima gadai untuk keperluan pribadi 
saja. 
Dalam Jurnal Al-Ahkam  oleh Muh.Nashirudin, 2007 yang berjudul  “ 
Fikih Prioritas (Pengertian dan Batasanya)”. Penelitian ini mengkaji tentang 
apa yang dinamakan dengan fikih prioritas (fiqh al-aulawiyyat) serta batasan 
pembahasan fikih prioritas.  Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa 
masih banyak kerancuan yang terjadi pada umat Islam pada umumnya dalam 
menentukan skala prioritas. Kerancuan itu menjadikan banyak hal yang 
terabaikan, selain menjadikan banyak hal yang tidak penting justru 
menghabisakan energi dan pemikiran. Batasan-batasan yang penulis sampaikan 
memang belum mencakup keseluruhan batasan yang harus diketahui untuk 
menentukan skala prioritas. Akan tetapi setidaknya bisa sedikit memberikan 
                                                          
29
 Ade Tri Cahyani, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Praktik Gadai Pada Masyarakat 
Kecamatan Tepos Kota Depok”, (Skripsi, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta,  
2014), hlm. 65-66. 
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gambaran tentang bagaimana menentukan batasan skala prioritas sebuah 
tindakan.30 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)31 yaitu 
mempelajari secara intensif keadaan latar belakang praktik gadai kendaraan 
bermotor di Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen yang 
tentunya bersifat apa adanya. Adapun yang menjadi obyek penelitian disini 
adalah praktik gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Pare jika 
disesuaikan dengan teori gadai secara hukum Islam.  
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari: 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan atau 
wawancara warga yang melakukan praktik gadai kendaraan bermotor 
Bendorejo, Pare, Mondokan, Sragen. Untuk menentukan subyek 
dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori snowball. Yaitu 
dalam pencarian data menggunakan bantuan key-informant. Dari 
petunjuk key-informant inilah yang akhirnya berkembang dalam 
                                                          
30
 Muh. Nashirudin,  “Fikih Prioritas (Pengertian dan Batasanya)”, Al-Ahkam vol. 5, No. 1, 
Tahun 2007, hlm. 23.   
31
 Choilid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). 
Hlm. 46 
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pencarian responden, sehingga jumlah responden terpenuhi.32 Dalam 
hal ini, yang menjadi key-informant adalah pihak yang menerima 
gadai dan yang menggadaikan kendaraan bermotor di Desa Pare. 
b. Data Sekunder, data yang berfungsi sebagai pendukung dari masalah 
dalam penelitian ini. Data ini umumnya identik dengan data untuk 
membangun landasan teori. Sumber data dalam penelitian ini meliputi 
data tertulis berupa buku, majalah arsip, dan dokumen-dokumen. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian berada di Desa Pare, Kecamatan Mondokan dengan 
waktu penelitian dimulai pada bulan November 2017 sampai Maret 2018. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, digunakan teknik 
pengumpulan data antara lain: 
a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan 
narasumber atau responden yaitu pihak penerima gadai di Desa Pare 
yang berjumlah 7 orang narasumber dari total 10 penerima gadai dan 
7 orang yang sudah pernah menggadaikan motor di Desa Pare, guna 
melengkapi data yang diperlukan tentang praktik gadai kendaraan 
bermotor di desa tersebut.  
                                                          
32
 Joko Subagyo,  Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Melton Putra, 
1991), hlm 31. 
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b. Dokumentasi, yaitu mencari data atau dengan cara bertanya 
lanngsung kepada pihak penerima gadai dan pihak penggadai yang 
ada di Desa Pare serta berkas-berkas yang ada di Desa Pare 
5. Teknis analisis data 
Sesudah terkumpulnya data-data yang diperoleh oleh penulis, 
kemudian telah dikelola dengan tehnik pengelolahan yang dilakukan oleh 
penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan 
mendalam menggunakan hukum Islam. Analisa data adalah 
mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan 
dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan), biografi, dan 
atikel. 
Analisis data yang telah di kumpulkan dalam penelitian ini adalah 
didahului dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan 
mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan 
data-data tentang praktik gadai kendaraan bermotor di Desa Pare tersebut 
yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan 
menginterprestasikannya kemudian di analisis dengan pola pikir deduktif, 
dimana deduktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari 
pengetahuan yang bersifat umum dan dengan bertitik tolak pada 
pengetahuan umum itu akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
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G. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembaca 
dalam memahami skripsi ini pembahasan maka penyusun membagi menjadi 
beberapa bab sebagai berikut: 
Bab Pertama merupakan pendahuluan, yaitu berisi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab Kedua penulis menguraikan tentang konsep teori rahn yang 
dijadikan pedoman dalam penetapan hukum tersebut. Mulai dari pengertian rahn, 
landasan hukum dan rukun dan syarat rahn, berakhirnya rahn, serta tentang 
pemanfaatan barang jaminan. 
Bab Ketiga, yaitu berisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu letak 
geografis Desa Bendorejo, Pare, Mondokan, Sragen, ekonomi masyarkatnya 
serta agama yang dianut di desa tersebut dan praktek kerjasama yang berisi 
konsep gadai yang diterapkan di Desa Pare meliputi, mekanisme serta ketentuan 
gadai yang dilakukan di Desa Pare, Mondokan, Sragen. 
Bab keempat, yaitu membahas hasil analisis data yang diperoleh dan 
menguraikan  mekanisme praktik gadai yang dilakukan di desa Pare, Mondokan, 
Sragen apabila dikaitkan dengan hukum teori rahn. 
Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran tentang 
pembahasan sebelumnya. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM GADAI DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Rahn 
Rahn adalah menahan salah satu harta milik pihak peminjam sebagai 
jaminan atas tinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan memiliki nilai 
ekonomis. dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk 
dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.1 Sedangkan secara istilah 
gadai dalam pengertian syara’ menurut pandangan Ulama adalah sebagai 
berikut: 
“menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ 
sebagainjaminan atas utang selama ada dua kemungkinan untuk 
mengembalikan uang itu atau atau mengembalikan sebagian benda itu”2 
 
B. Hukum Gadai 
Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam meminjam dengan 
jaminan adalah firman Allah AWT dalam surat al-Baqarah ayat 283, sebagai 
berikut: 
                                                          
1
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
hlm. 262. 
2
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, ( Beirut: Dar al-Fikr, t.t). Vol. III,  hlm. 187 
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          
         
Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya” 
 
Sedangkan dalam as-Sunnah ditemukan ketentuan hadist yang 
menerangkan tentang bolehnya melakukan gadai, yaitu hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut: 
 
Artinya: “Dari Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW. Pernah mebeli 
makanan dengan menggadaikan baju besi” ( HR. Bukhari dan Muslim)3 
 
C. Rukun dan Syarat Rahn 
Melakukan akad gadai agar dipandang sah dan benar dalam syariat 
Islam maka harus memenuhi rukun dan syarat gadai berdasarkan hukum 
Islam: 
a. Rukun dan syarat gadai adalah: 
1) S}i<gat akad (ijab Kabul)  
                                                          
3
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, ( Depok: Keira Publishing, 2015), hlm 102. 
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S}i<gatakad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan 
akad berupa ijab dan Kabul. Gadai dikatakana tidak sah jika belum 
ada ijab dari penggadai dan kabul dari penerima gadai, sebab dengan 
adanya ijab dan Kabul menunjukan kerelaan dari pokok yang telah 
mengadakan perjanjian atau transaksi gadai. 
a) S}i<gat akad dan syarat 
Suatu akad tidak hanya dilakukan oleh orang normal, 
orang cacatpun dapat melakukan satu akad apabila cacatnya 
berupa tuna wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan 
isyarat asalkan diantara pihak tersebut memiliki pemahaman yang 
sama, tetapi apabila dimungkinkan bisa dilakukan dengan tertulis 
hendaknya dengan menulis saja karena keinginan yang di 
nyatakan dengan tulisan lebih meyakinkan dari pada dilakukan 
dengan isyarat.4 
b) S}i<gat akad dengan perbuatan  
Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini 
perikatan dapat dilakukan dengan perbuatan saja, tanpa secara 
lisan, tertulis ataupun isyarat . Hal ini sering terjadi pada praktek 
jual beli supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. 
2) Aqid (penggadai dan penerima gadai)  
                                                          
4
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007, hlm. 49. 
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Selain s{i<gat yang harus ada dalam suatu akad, juga harus ada 
orang yang melakukan akad. Orang yang melakukan akad memenuhi 
persyaratan yang sah menurut hukum, supaya perbuatanya mempunyai 
akibat hukum. Perjanjian gadai dipandang sah, jika para subjeknya 
memenuhi syarat cakap dalam melakukan hukum tukar menukar benda 
dalam arti berakal sehat, baligh, dan cakap hukum, maka tidak sah 
gadainya orang gila atau anak kecil yang belum tamyiz. 
Untuk pelaku akad, baik dari ra<hin taupun murtahi>n, ada beberapa 
ketentuan syarat, yaitu: 
a. Berakal 
b. Baligh 
c. Bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad 
sekalipun tidak satu jenis 
d. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima 
gadaian (murtahi>n) atau wakilnya. 
3) Marhu>n (barang gadaian) yang seimbang dengan hutang5 
Marhu>n adalah barang yang dijadikan jaminan oleh ra<hin. Para 
ulama fiqh sepakat mensyaratkan marhu>n sebagai persyaratan dalam 
jual beli, sehingga barang tersebut dapat di jual untuk memenuhi hak 
murtahi>n . 
                                                          
5
 Syiah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan. (Bandung: CV Puatka Setia, 2014), hlm. 
191. 
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Syarat marhu>n: 
a. Marhu>n merupakan benda bernilai menurut ketentuan syara’, yang 
dimaksud adalah barang yang dapat diambil manfaatnya secara 
biasa. Tidak dalam keadaan terpaksa, dan secara riil tidak menjadi 
milik seseorang jika manfaatnya dalam keadaan terpaksa bukan 
benda bernilai seperti babi, khamer dan lain-lain. 
b. Marhu>n sudah berwujud dan diserahkan pada waktu perjanjian 
terjadi, ialah bahwa barang itu merupakan oleh untuk digadaiakan 
dan dapat diserahkan oleh pihak agar tidak terjadi unsur-unsur 
penipuan. 
c. Marhu>n adalah milik ra<hin, dalam hal ini baik barang maupun 
manfaatnya barang gadai dapat diambil manfaatya menurut syara’ 
meskipun pada saat yang akan datang  seperti hewan yang masih 
kecil. 
4) Marhu>n bih (hutang) 
Mengenai syarat hutang adalah benar-benar dan tetap menjadi 
tanggungan ra<hin, yaitu telah benar-benar diserahkan oleh murtahi>n  
dan diterima oleh ra<hin. Dengan kata lain dikehendaki oleh kedua 
belah pihak untuk menjaga syarat-syarat tersebut di atas, maka tidak 
sah menggadaikan barang hasil gasab dan pinjaman.6 
                                                          
6
 M. Rifa’I, Ilmu Fiqh Lengkap,  (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 428-425. 
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a. Marhu>n bih hendaklah barang yang wajib diserahkan, marhu>n 
bih hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang 
yang menggadaikan barang, baik berupa uang maupun 
berbentuk benda. 
b. Marhu>n bih memungkinkan dapat dibayarkan, jika marhu>n bih 
tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak sah, sebab 
menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkanya rahn. 
c. Hak atas marhu>n bih harus jelas, dengan demikian tidak boleh 
memberikan dua marhu>n bih tanpa dijalaskan utang mana 
menjadi rahn.7 
b. Syarat- syarat gadai: 
Adapun syarat-syarat rahn para ulama fiqh menyusunya sesuai 
dengan rukun rahn itu sendiri. Dengn demikian syarat-syarat ar-rahn 
adalah sebagai berikut: 
1. syarat yang terkait dengan orang berakat (ra<hin dan murtahi>n) adalah 
cakap bertindak hukum, cakap bertindak hukum disini adalah orang 
yang telah baligh dan berakal. 
2. Syarat yang terkait dengan s{i<gat, dalam akad gadai tidak boleh 
dikaitkan dengan syarat tertentu. Karena syarat rahn sama dengan 
syarat jual beli. Apabila akad dibarengi dengan syarat tertentu maka 
syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang 
                                                          
7
 Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Cv Pustaka Setia,2006), hlm. 164. 
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menyaratkan apabila tenggang waktu telah habis dan utang belum di 
bayar, maka jaminan atau rahn itu diperpanjang satu bulan. 
3. Syarat yang berkaitan dengan utang: a) merupakan hak wajib 
mengembalikan kepada yang memeberi hutang, b) utang itu tidak 
boleh dilunasi dengan jaminan, c) utang itu jelas dan tertentu 
4. Syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan, menurut 
ulama fiqh yaitu: a) barang jaminan itu boleh dijual dan nialainya 
seimbang dengan utang, b) berharga dan boleh dimanfaatkan, c) jelas 
dan tertentu, d) milik sah orang yang berutang, e) tidak terkait dengan 
hak orang lain, f) merupakan harta utuh dan boleh diserahkan baik 
meteri maupun manfaatnya.8 
D.  Pengambilan Manfaat Barang Gadai 
Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh 
pemilik barang maupun penerima gadai, kecuali apabila mendapat izin dari 
masing-masing pihak yang bersangkutan, sebab hak pemilik barang tidak 
memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan 
hukum, misalnya mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu-waktu atas 
barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai 
hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi 
                                                          
8
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 
2010), hlm. 268. 
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tidak pada pemanfaatan dan pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya 
berhak menahan barang gadai.9  
a. Pemanfaatan ra<hin atau borg 
Di antara para ulama yang di kutip dalam buku Rachmat Syafei 
terdapat dua pendapat, jumhur ulama melarang ra<hin untuk 
memanfaatkan borg, sedangkan Ulama Syafi’iyah membolehkanya 
sejauh tidak memadaratkan murtahi>n. Ualama Hanafiyah berpendapat 
bahwa ra<hin tidak boleh tidak boleh memanfaatkan borg tanpa seizin 
murtahi>n, begitupun murtahi>n tidak boleh memanfaatkan tanpa 
seizing ra<hin. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika murtahi>n 
mengizinkan ra<hin untuk memanfaatkan borg, akad menjadi batal. 
Adapun murtahi>n dibolehkan memanfaatkan borg sekedarnya (tidak 
boleh lama) itu pun atas tanggungan ra<hin. Ulama Syafi’iyah, 
berpendapat bahwa ra<hin dibolehkan untuk memanfaatkan borg, jika 
tidak membuat borg berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti 
mengendarainya dan menempatinya. Tetapi jika membuat ra<hin 
berkurang, seperti sawah, kebun, ra<hin harus meminta izin kepada 
murtahi>n. 
b. Pemanfatan murtahi>n  atas borg  
                                                          
9
 Agus Salim, “ Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ushuludin, Vol. 
XVII Nomor 2, 2012. Hlm. 160. 
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Jumhur ulama berpendapat bahwa murtahi>n tidak boleh 
memanfaatkan borg, kecuali jika ra<hin tidak mau membiayai borg, 
dalam hal ini murtahi>n  boleh mengambil manfaat sekedar untuk 
mengganti ongkos pembiayaan.Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa 
murtahi>n tidak boleh memanfaatkan borg, sebab dia hanya berhak 
menguasainya tidak boleh memanfaatkanya. Ulama Malikiyah, 
membolehkan murtahi>n memanfaatkan borg jika diizinkan oleh ra<hin 
atau disyaratkan ketika akad. Ulama Hanabilah, mereka berpendapat 
bahwa bila borg berupa hewan, mereka boleh memanfaatkanya, 
seperti mengendaraiya atau mengambil susunya sekedar mengganti 
biaya, meskipun tidak diizinkan oleh ra<hin.10 
Jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau 
binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat 
mengambil manfaat dari kedua benda gadai tesebut disesuaikan dengan biaya 
yang dikeluarkanya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.11 
Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekan kepada 
biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-
barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang gadai 
berkewajiban memberikan makan bila barang gadai adalah hewan. Harus 
memberikan bensin bila pemegng barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, 
                                                          
10
 Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah…, hlm. 172-174. 
11
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Rajawali persada, 2016), hlm. 108 
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yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang 
gadaian yang ada pada dirinya. 
Menurut Hukum Islam jika sudah jatuh tempo membayar utang, 
pemilik barang gadai wajib melunasinya dan penggadai wajib menyerahkan 
barangnya dengan segera. Apabila pemiliknya tidak mau membayar utangnya 
dan tidak mau memberi izin kepada penggadai untuk menjualnya, hakim 
dapat memaksa pemilik barang membayar hutangnya atau menjual brangnya 
kemudian, jika barang gadainya telah dijual dan ada kelebihan harga 
penjualan daripada utangnya, kelebihanya itu menjadi hak pemilinya. Akan 
tetapi, jika hasil penjualan masih kurang untuk menutup utangnya, 
kekurangan harus ditutup oleh pemilik barang.12 
E. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai 
hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah 
sebagai berikut: 
1. Hak dan kewajiban pemberi gadai gadai (rahn) 
a. Hak pemberi gadai 
1) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan 
kembali barang miliknya setelah pemberi gadai gadai 
melunasi utangnya. 
                                                          
12
 Syiah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan…, hlm.200. 
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2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dan 
kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu di 
sebabkan oleh kelalaian  penerima gadai. 
3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari 
penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan 
utang dan biaya lainya. 
4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya apabila 
penerima gadai telah jelas menyalah gunakan barangnya. 
b. Kewajiban pemberi gadai 
a. Pemberi gadai wajib melunasi utang yang telah 
diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu 
yang telah ditentukan 
b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas 
barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang 
telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi 
utangnya kepada pemegang gadai.13 
2. Hak dan kewajiban penerima gadai (murtahi>n) 
a) hak penerima gadai 
1) penerima gadai berhak untuk menjual barang yang 
digadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo 
                                                          
13
 Racmad Saleh Nasution, “ Sistem Operasional Pegadaian Syariah berdasarkan Surah Al-
Baqarah ayat 283 pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan”, Jurnal Ekonomi dan 
Bisnis Islam, Vol. 1,No 2, 2016. Hlm. 102. 
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tidak dapat memenuhi kewajibanya sebagai orang yang 
berhutang. 
2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggatian biaya 
yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang 
jaminan 
3) Selama utangnya belum dilunasi, maka penerima gadai 
berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan 
oleh pemberi gadai. 
b) Kewajiban penerima gadai  
1) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas 
hilang atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika 
itu semua atas kelalaianya, 
2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadaian 
untuk kepentingan pribadi, kecuali diizinkan oleh pemilik 
barang gadai 
3) Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada 
pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan gadai. Dalam 
perjanjian gadai baik pemberi atau penerima gadai tidak 
akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajibann. 
F. Berakhirnya Gadai  
Rahn dipandang berakhir dengan beberapa keadaan sebagai berikut: 
a. Borg (jaminan) diserahkan kepada pemiliknya 
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Jika murtahi>n  menyerahkan borg kepada pemiliknya (ra<hin) sebab 
borg merupkan jaminan utang, jika borg diserahkan, tidak ada lagi 
jaminan. Selain itu, dipandang habis pula ra<hin jika murtahi>n 
meminjamkan borg kepada rahn atau kepada orang lain atas seizin 
ra<hin. 
b. Dipaksa menjual borg  
Apabla sampai waktu yang telah ditentukan, ra<hin belum juga 
mebayar kembali uangnya, maka ra<hin dapat dipaksa menjual marhu>n, 
kemudian membayar utang dari hasil penjualan marhu>n tersebut.14 
c. Ra<hin melunasi semua hutang 
Rahn dianggap berakhir apabila ra<hin melunasi utang kepada 
murtahi>n dan murtahi>n  menyerahkan  borg dikembalikan kepada 
ra<hin. 
d. Pembebasan hutang 
Pebebasan hutang, dalam bentuk apa saja, menandakan 
habisnya rahn meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang 
lain. 
e. Pembatalan rahn dari pihak murtahi>n  
                                                          
14
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah …, hlm.111. 
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Ra<hin dipandang habis jika murtahi>n  membatalkan rahn 
meskipun tanpa seizin ra<hin, sebaliknya, dipandang tidak batal jika 
ra<hin membatalkanya. 
f. Ra<hin meninggal dunia 
Rahn habis jika ra<hin meninggal dunia sebelum menyerahkan 
borg kepada murtahi>n Juga dipandang batal jika murtahi>n sebelum 
mengembalikan borg kepada ra<hin. 
g. Borg (barang jaminan) rusak 
Rahn berakhir apabila terdapat kerusakan pada borg 
h. Tasarruf dan borg 
Rahn dipandang habis jika borg ditasarrufkan seperti dijadikan 
hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya. 
G.  Manfaat dan Tujuan Disyariatkanya Rahn 
a. Manfaat disyariatkanya rahn: 
1) Murtahi>n dapat membantu beban ra<hin. Dalam hal ini pihak ra<hin dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus kehilangan barangnya.15 
Karena status kepemilikan terhadap barang masih tetap pada ra<hin. 
2)  Menghindari kesulitan karena bersifat meminjam, sebab sewktu-waktu 
bisa diambil, ra<hin bisa mengambil kembali barangnya yang digadaikan 
bila ia dapat mengembalikan utang yang ia pinjam dari murtahi>n dan 
                                                          
15
  Syiah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan …, hlm.192. 
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murtahi>n tidak diperkenankan berlaku sekehendak hatinya di luar barang 
tersebut di luar kesepakatan. 
3) Menghindari kekhawatiran murtahi>n  karena ada jaminan. Murtahi>n  
akan merasa tenang terhadap harta yang di hutang kepada ra<hin, karena 
sewaktu-waktu ia dapat menjadikan barang gadai yang dijaminkan sebagai 
ganti terhadap brang yang ia utangkan. 
b.  Tujuan disyariatkanya rahn: 
1) Menciptakan rasa toleransi dalam kehidupan bermasyarakat terhadap 
manifestasi rasa saling menghargai, mengormati, dan menyayangi sesama 
manusia. Dengan adanya gadai diharapkan dapat dikembangkan rasa kasih 
sayang dan kesadaran perlunya kerjasama untuk mencapai dan 
mendapatkan ebutuhan duniawi. Dengan demikian gadai di harapkan dapat 
menjadi media bantuan sesame manusia. 
2) Bertambahan pahala yang diberikan kepada murtahi>n darai Allah disaat 
harta dan keluarga tidak berarti kecuali orang yang datang kepada Allah 
dengan hati yang selamat. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK GADAI KENDARAAN BERMOTOR DI DESA 
PARE KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN 
 
 
A. Geografis dan Demografis 
Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen, adalah desa yang 
berada paling utara pinggiran Kota Sragen dengan perbatasan Kota Purwodadi, 
Desa Pare merupakan salah satu desa yang masih tertinggal dari segi 
insfratuktur jalan maupun pendidikan masyarakatnya.1 
1. Letak dan Batas Wilayah 
Desa pare memiliki lima kebayanan yaitu: 
a. Kedung Nongko ( terdiri dari 6 RT) 
b. Pare (  terdiri dari 6 RT) 
c. Bringing ( terdiri dari 6 RT) 
d. Gani ( terdiri dari 5 RT) 
e. Pelemrejo ( terdiri dari 4 RT) 
Tabel I Batas-batas Desa Pare 
1. Sebelah Timur Desa Jekani Kecamatan Mondokan 
2. Sebelah Selatan Desa Sono Kecamatan Mondokan 
3. Sebelah Barat Desa Pagak Kecamatan Mondokan 
                                                          
1
 Sutrisno, Sekertaris Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen, Wawancara 
Pribadi,  12 Februari 2018 jam 09.00-10.00 WIB. 
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4. Sebelah Utara Desa Sumberejo Kecamatan 
Mondokan 
 
2. Luas Wilayah Desa Pare 
Luas wilayah Desa Pare sebagian besar adalah sawah kering yang 
umumnya ditanami jagung, padi dan ketela, maka dari itu masyarakat 
Desa Pare kebanyakan adalah bekerja sebagai petani, pada musim 
kemarau panjang masyarakat desa tidak bekerja karena banyak tanah 
kering dan tidak bisa ditanami itu sebabnya masyarakat Desa Pare 
kebanyakan ekonominya rendah, untuk lebih jelasnya lihat table di bawah: 
Table II Luas Wilayah Desa Pare 
Tanah Desa 691, 4554 ha 
Tanah Sawah 119. 7000 ha 
Tanah Kering 560. 5054 ha 
Lain- lain  11. 2500 ha 
 
Table III  luas wilayah Desa Pare adalah 691, 4554 ha terdiri dari: 
1. Tanah Sawah 
a. Irigasi Teknis 
b. Irigasi Setengan Teknis 
c. Irgasi Sederhana 
d. Irigasi Hujan 
119, 7 ha 
- 
- 
3, 5000 ha 
116, 2000 ha 
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2. Tanah Kering 
a. Pekarangan 
b. Kebun/tegalan 
c. Padang Gembala 
d. Tambak 
e. Rawa  
560, 5054 ha 
132, 6804 ha 
427, 8250 ha 
- 
- 
- 
3. Lain-lain(sungai,jalan,kuburan, saluran) 11, 2500 ha 
 
 
3. Kependudukan 
Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai 
penentu arah kebijakan  kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa 
memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur 
Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Penyebearan 
pada Wilayah sebagai berikut: 
Jumlah Penduduk Desa Pare pada tahun 2017 ini adalah sebanyak 
5.049 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.537 orang dan 
perempuan sebanyak 2.512  orang dengan jumlah KK sebanyak 1.437 
KK. 
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4. Pendidikan  
Tingkat pendidikan di Desa Pare sangat rendah, masyarakat yang 
kebanyakan petani dan perekonomian yang rendah serta wilayah yang 
berada di pinggiran kota mengakibatkan masyarakatnya tidak begitu 
menekankan pendidikan, masyarakat yang berpendidikan SMA dan 
Sarjana tidak lebih dari 50%, untuk lebih jelasnya lihat table di bawah: 
Table IV Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pare dalam Tahun 
2017, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan 
Tingkat pendidikan  Laki-laki Perempuan 
Tamat perguruan Tinggi  42 582 
Tamat SLTA/SLTP 586 2137 
Tamat SD/ Tidak Tamat 441 216 
Tidak/Belum Sekolah 37 8 
Jumlah 1.106 2943 
 
5. Sarana Perekonomian 
Dalam peningkatan ekomoni sarana yang ada di Desa Pare kurang 
memadai tidak adanya koperasi dan lembaga keuangan di desa tersebut 
mengakibatkan kurangnya pembiayaan pada warga desanya. Pasar serta 
warung juga sangat kurang untuk menunjang ekonomi masyarakatnya, 
ketertinggalan tersebut yang mengakibatkan lambatnya kemajuan 
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ekonomi di desa tersebut hingga saat ini, untuk jelasnya lihat table 
dibawah ini: 
Tabel V Sarana Perekonomian 
Jumlah Pasar Umum 1 
Jumlah Pasar Hewan - 
Jumlah Toko/kios/warung 43 
Jumlah BUUD/KUD - 
Jumlah Koperasi Simpan Pinjam  - 
Jumlah Badan-badan  Kredit - 
Jumlah Lumbung Desa - 
 
 
Tabel VI Jumlah Perusahan/Usaha 
Indrustri Besar dan Sedang - 
Indrustri Kecil - 
Indrustri Rumah Tangga 137 
Hotel/ penginapan - 
Rumah Makan - 
Angkutan 12 
Perdagangan  5 
Lain-lain - 
 
 
41 
 
6. Pertumbuhan Ekonomi 
Faktor pertumbuhan ekonomi yang lambat salah satunya adalah 
pekerjaan masyarakatnya, di Desa Pare yang umumnya petani dan 
peternak yang bekerja sebagai pengusaha ataupun PNS sangat sedikit 
karena rendahnya pendidikan masyarakatnya, semua faktor yang saling 
berkaitan itulah yang mengakibatkan Desa Pare tertinggal. Untuk lebih 
jelasnya lihat tabel di bawah: 
Tabel VII Pekerjaan Masyarakat 
PNS 17 
Peternak  800 
Indrustri 4 
PRT 25 
Tukang Batu 100 
Tani 2432 
Bidan/Perawat 2 
Belum/Tidak bekerja 1.502 
Guru 16 
Perangkat Desa 11 
Sopir 15 
Pedagang 98 
Wiraswasta 5 
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Ustad 12 
Seniman 10 
Sumber Data: Sekertariat Desa Pare Mondokan 2016 
Tabel VIII Agama penduduk 
Islam 5035 
Kristen/ Katolik 10 
Hindu  4 
 
B. Latar belakang terjadinya praktik gadai serta pemanfaatan barang gadai 
di Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen 
Praktik gadai yang ada di desa tersebut serta pemanfaatan barang gadai 
terjadi berdasarkan latar belakang dan faktor tertentu, faktor-faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya praktik gadai dan pemanfaatan barang gadai antara 
lain: 
1. Faktor ekonomi 
Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa kebanyakan masyarakat 
Desa pare 70% adalah sebagai petani dan 30% lainnya bekerja sebagai 
serabutan, buruh, dan pegawai swasta lainnya. Tingkat pendidikan di Desa 
Pare juga sangat rendah. Mereka beranggapan bahwa menggadaikan di 
perum atau lembaga pegadaian akan memerlukan persyaratan yang rumit 
dan berbelit-belit, serta hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan 
mereka, serta keharusan melunasi pinjaman harus tepat pada waktunya jika 
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mereka ke lembaga pegadian. Keadaan seperti ini membuat masyarakat 
Desa pare merasa lebih cocok untuk menggadaikan di gadai perorangan 
daripada di lembaga karena lebih cepat dan tidak berbelit-belit dan juga 
waktu pngembalian tidak mendesak. 
2. Faktor sosial dan kebiasaan masyarakat 
Sesuai yang telah penulis amati dan dari hasil wawancara dengan 
warga Desa Pare antara orang yang menggadaikan serta pihak penerima 
gadai keduanya saling membutuhkan. Bagi meraka yang menggadaikan di 
lembaga keuangan atau lembaga penggadaian, merasa sulit untuk 
mendapatkan pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang 
mendadak seperti membayar uang sekolah, sakit, atau mencukupi 
kebutuhan lainya. Selain itu pengembalian pinjaman pada lembaga harus 
tepat waktu disertai bunga perbulan yang dirasa cukup memberatkan, 
sehingga mereka lebih memilih menggadaikan di perorangan yang ada di 
desa tersebut karena sudah saling percaya dan sesama warga desa sendiri.2 
Secara umum yang terjadi di desa tersebut dalam pengembalian uang 
pinjaman pihak penggadai memberikan tambahan sebesar 10% untuk 
wujud terimakasih, meskipun tambahan tersebut tidak diminta dan 
pemanfaatan barang juga diperbolehkan karena apabila sepeda motor 
tersebut tidak dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama akan 
                                                          
2
 Harti, Yang Menggadaikan motor di Desa Pare, Wawancara Pribadi, Senin, 19 Maret 2018 
jam19.00-19.30 WIB 
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mengakibatkan kerusakan pada motor tersebut namun pada awa akad tidak 
ada kesepakatan antar kedua pihak adanya tambahan ataupun persetujuan 
pemanfaatan barang gadai. Dalam perjanjian jangka waktu sudah 
ditentukan, tetapi apabila belum bisa untuk mengembalikan mereka bisa 
mengambil barang yang digadaikan semampu mereka asalkan ada kabar 
yang jelas. Begitupula pihak penerima gadai mereka juga merasa terbantu 
dan membutuhkan kendaraan untuk dipakai sehari-hari, itu sudah menjadi 
kebiasaan pada masyarakat di Desa Pare . 
Oleh karena itu praktik gadai yang terjadi di masyarakat Desa Pare 
ini sulit untuk dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan, meskipun 
dalam praktik gadai di desa tersebut ada tambahan dalam pengembalian 
dan pemanfaatan barang gadaian, namun mereka menganggap saling 
percaya serta saling tolong-menolong, dan praktik gadai tersebut masih 
tetap berlangsung hingga saat ini. 
C. Perkembangan gadai kendaraan bermotor di Desa Pare Kecamatan 
Mondokan Kabupaten Sragen 
Di Desa Pare perkembangan praktik gadai juga lumayan meningkat. 
Mengingat lokasi Desa Pare yang berada di pinggiran Kota dan belum adanya 
lembaga-lembaga pegadaian. Masyarakat setempat menerima praktik gadai di 
desa tersebut dan berkembang dari dahulu hingga sekarang. Pada saat ini ada 
sekitar 10 orang yang menerima gadai di Desa Pare yang dulunya hanya sekitar 
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4 orang.3 Setiap penerima gadai mereka menerima gadai minimal 1 motor ada 
yang 2 dan paling banyak yang penulis temui ada 7 sepeda motor yang di 
gadainya. 
Para pihak penerima gadai awalnya hanya ikut-ikut teman tanpa ada 
satu orangpun yang penulis wawancarai mengetahui darimana awal mula 
praktik gadai tersebut ada di Desa Pare dan siapa yang membawanya masuk ke 
Desa Pare, Mondokan, Sragen. Praktik gadai di desa tersebut masih tetap 
bertahan dan berkembang karena menurut mereka saling menguntungkan. 
Pihak penggadai bisa memakai kendaraan bermotor untuk dimanfaatkan sendiri 
tidak disewakan serta mendapatkan keuntungan dari praktik gadai tersebut. 
Masyarakat yang menggadaikan sepeda motornya juga merasa terbantu, karena 
jika saat terjadi kebutuhan yang mendadak dan membutuhkan uang dalam 
jumlah lumayan banyak mereka bisa mengadaikan sepeda motor yang mereka 
miliki tanpa adanya syarat-syarat dan survey, mereka hanya saling percaya 
dalam hal menggadaikan. 
Tambahan yang dikenakan pada praktik gadai di Desa Pare memang 
dari awal umunya 10% namun tidak ada pemaksaan dari pihak penerima gadai, 
dan awal dari di temukanya tambahan 10% juga tidak di ketahui. Awal praktik 
gadai bapak Mardi menggadai sepeda motor yang biasa yang ada pada waktu 
itu lama kelamaan para penggadai hanya mau menggadai sepeda motor yang 
                                                          
3
 Wagimin, Penerima Gadai Desa Pare, Wawancara Pribadi, Selasa, 13 Maret 2018 
jam17.00-17.40 WIB 
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layak dan memiliki nilai jual lebih dari Rp. 5. 000.000,- dari awal melakukan 
praktik gadai sampai sekarang hampir 10 tahun bapak Mardi menuturkan sudah 
menggadai ratusan sepeda motor.4 
D. Praktik Gadai Kendaraan Bermotor di Desa Pare Kecamatan Mondokan 
Gadai kendaraan bermotor di Desa Pare adalah seseorang (yang 
menggadaikan) dengan menjaminkan sepeda motornya sebagai jaminan atas 
uang yang dihutang.5 
Awal mula praktik gadai menurut Bapak Dogol tidak diketahui secara 
pasti, beliau mengatakan bahwa mengetahui praktik gadai tersebut dari teman-
temanya kemudian beliau ikut melakukan praktik gadai semacam itu. Praktik 
gadai di Desa Pare sudah dilakukan Bapak Dogol sekitar 7 tahun lamanya, ada 
juga yang melakukan praktik gadai tersebut baru 5 tahun.6 Sesuai yang saya 
wawancarai praktik gadai yang berlangsung di Desa Pare paling lama adalah 10 
Tahun. 
Dalam pelaksanan gadai harus ada hal-hal yang penuhi yaitu: 
1. Adanya serah trima, serah trima antara orang yang akan menggadaikan 
dan pihak yang menerima gadai. Dalam prosesnya pihak penggadai 
memberikan motornya kepada orang pihak penerima gadai sebagai 
jaminan atas utang. Biasanya dalam serah trima pihak penggadai 
                                                          
4
 Mardi, Penerima Gadai di Desa Pare, Wawancara pribadi, 26 November 2017 jam 19.00-
19.15 WIB. 
5
 Wagimin, Penerima Gadai Desa Pare, Wawancara Pribadi, 13 Maret 2018 jam17.00-17.40 
WIB 
6
 Suwarno (dogol), Penerima Gadai Desa Pare, Wawancara Pribadi,  13 Maret 2018 jam 
19.00-20.00 WIB 
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mengucapkan, misalnya serah terima yang di lakukan Bapak Warno 
dengan Bapak Ngadimin:  
Contoh: Bapak Warno butuh uang sebesar Rp. 3. 000.000,- saat itu juga 
dan Bapak Warno mempunyai motor beat tahun 2012 yang rencananya 
akan digadaikan kepada Bapak Ngadimin, lalu Bapak Warno dan Bapak 
Ngadimin menentukan taksiran harga sepeda motor dan melalukan 
persetujuan pengambilan barang gadai lalu mengucapkan akad Bapak 
Warno, “ini saya gadaikan sepeda motor saya”. Bapak Ngadimin, “iya 
pak sesuai kesepakatan uang yang di butuhkan Rp. 3.000.000,- dan akan 
di ambi pada 2 bulan yang akan datang.  
2. Pihak yang dapat melakukan praktik gadai di Desa Pare adalah pihak 
yang menggadaikan dan penerima gadai. Biasanya orang yang melakukan 
gadai adalah orang yang sudah dewasa, berakal, pempunyai pekerjaan, 
cakap hukum. Kedua belah pihak melakukan dengan suka rela. 
3. Jaminan dalam praktik gadai kendaraan bermotor disini adalah motor 
yang setidaknya mempunyai surat kelengkapan seperti STNK. Motor 
yang dijadikan jaminan bukan milik orang lain, tidak merupakan motor 
yang disengketakan, apabila motor kreditan harus dicicil dengan rutin 
kepada dealer dimana motor itu dibeli. Motor yang dijadikan jaminan 
harus memiliki nilai jual di atas 5juta. Apabila terjadi kerusakan pada 
motor yang dijaminkan seperti kerusakan lampu atau kerusakan lain yang 
ringan menjadi tanggungan pihak penggadai, namun apabila kerusakan 
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parah pada mesin menjadi tanggung jawab pemilik motor, jika 
penggantian oli, ban nanti akan di tanggung bersama karena pihak 
penggadai juga memanfaatkan motor jaminan tersebut. Apabila motor 
yang dijadikan jaminan di pakai oleh pihak penggadai dan terjadi 
kecelakaan, maka semua kerusakan murni menjadi tanggung jawab pihak 
penggadai. Apabila motor yang dijadikan jaminan tidak seperti keadan 
awal lagi itu sudah menjadi konsekuensi pihak pemilik motor. 
4. Adanya utang. Utang disini adalah pemberian pinjaman oleh pihak 
penerima gadai kepada pihak yang menggadaikan, yang nantinya akan 
dikembalikan sesuai batas waktu yang telah disepakati dengan utuh 
beserta tambahan sebagai tanda terimakasih yang umunya 10%. Dan 
barang yang dijaminkan atas utang akan kembali kepada pemiliknya 
apabila sejumlah uang yang dipinjam sudah dikembalikan kepada pihak 
penerima gadai tersebut. 
E. Cara menghitung Uang pinjaman 
Besarnya uang pinjaman dihitung dari nilai taksiran sepeda motor. Nilai 
taksiran ditetapkan dari harga pasar barang dan disesuaikan dengan nilai 
pinjaman yang telah disepakati oleh penerima gadai dan orang yang 
menggadaikan 
Contoh: 
1. Bapak Triman menggadaikan sepeda motor vario tahun 2015 hanya dengan 
STNK saja kepada bapak dogol pada bulan Desember tahun 2017 dan 
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mengatakan akan mengambil sepeda motor yang dijaminkan pada bulan 
Januari 2017. Taksiran jual Rp. 5.000.000,- besarnya pinjaman ditentuka 
kedua belah pihak sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai yang telah disepakati. 
Besarnya perhitungan dalam pengembalian uang pinjaman ditambah 10% 
dari uang yang telah dipinjam. 
Rp. 3.000.000 + (10% x Rp. 3. 000.000) = Rp. 3. 300.000.- 
2. Ibu Hartini menggadaikan sepeda motor supra 125 tahun 2007 dengan 
kelengkapan surat-surat lengkap kepada bapak yitno pada bulan September 
2017 dan mengatakan akan mengambilnya pada bulan November 2017. 
Tetapi dalam kenyataanya sepeda motor yang di gadaikan ibu Hartini 
diambil pada bulan Desember 2017.  Taksiran jual Rp. 7.000.000, besarnya 
pinjaman yang tentukan kedua belah pihak sebesar Rp. 4.000.000 sesuai 
yang telah disepakati. Besarnya perhitungan dalam pengembalian uang 
pinjaman ditambah 10% dari uang yang telah dipinjam. 
Rp. 4.000.000 + (10% x Rp. 4.000.000) = Rp. 4.400.000.  untuk biaya 
keterlambatan pihak penggadai memberi seiklasnya kepada penerima gadai 
jika tidak memberipun tidak apa-apa karena tidak ada paksaan dari 
penerima gadai untuk memebayar biaya keterlambatan.  
3. Mas Anton menggadikan sepeda motor vixsion tahun 2011 dengan 
kelengkapan surat-surat lengkap kepada Bapak Ngadimin  pada bulan 
November 2017 dan mengatakan akan mengambilnya pada bulan Januari 
2018 di pertengahan bulan Desember Sepeda moto vixsion punya mas 
50 
 
Anton sudah saatnya menggati oli kendaraan. Taksiran jual Rp. 
12.000.000, besarnya pinjaman yang ditentukan kedua belah pihak sebesar 
Rp. 6.000.000 sesuai yang telah disepakati.  Besarnya perhitungan dalam 
pengembalian ditambah 10% dari uang pinjaman yang telah dipinjam. 
Rp. 6.000.000 + (10% x Rp. 6.000.000) = Rp. 6.600.000 ditambah Biaya 
oli pada pertengahan bulan sebesar Rp. 50.000 yang di bagi dua atara pihak 
penerima gadai dan penggadai jadi masing-masing sebesar Rp. 25.000 
karena pihak penggadai juga memanfaatkan sepeda motor tersebut. Jadi 
pengembalian sebesar Rp. 6. 625.000.- 
4. Bapak Ari menggadaikan sepeda motor beat tahun 2012 dengan surat-surat 
lengkap kepada Bapak Ngatono pada bulan Desember 2017 dan 
mengatakan akan mengambilnya pada bulan Februari 2018, di akhir bulan 
Januari sepeda motor beat punya Bapak Ari mengalami kecelakaan pada 
saat dipakai oleh Bapak Anton kerusakanya sebesar Rp. 500.000. Taksiran 
jual Rp. 10.000.000, besarnya pinjaman yang ditentukan kedua belah pihak 
sebesar Rp. 3.000.000 sesuai yang telah disepakati.  Besarnya perhitungan 
dalam pengembalian ditambah 10% dari uang pinjaman yang telah 
dipinjam. 
Rp. 3.000.000 + (10% x Rp. 3.000.000) = Rp. 3.300.000.- 
Kerusakan yang terjadi pada akhir bulan Januari lalu yang dialami Bapak 
Ngatono yang mengahibiskan biaya Rp. 500.000 seutuhnya ditanggung 
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oleh Bapak Ngatono karena kecelakaan tersebut murni disebabkan atas 
kelalian Bapak Ngatono sendiri. 
Dalam hal tambahan jangka waktu berapa bulan ataupun tahun lamanya 
perjanjian gadai tambahan yang diberikan sama ataupun seiklasnya tidak 
ada pemaksaan. Adanya tambahan pada saat pengembalian uang tidak ada 
permintaan di awal akad dari pihak penerima gadai. 
F. Penerimaan barang jaminan 
Barang-barang yang dapat dijadikan jaminan di pegadaian perseorangan 
yang dilakukan masyarakat Desa Pare harus sesuai dengan uang yang dipinjam 
dan memiliki nilai jual serta milik pribadi atau bukan sepeda motor orang lain.7 
Sepeda motor yang dapat diterima sebagai barang jaminan antara lain: 
1. Sepeda motor dengan kondisi layak pakai. 
2. Memiliki kelengkapan surat minimal STNK. 
3. Sepeda motor harus di atas tahun 2005 ke atas, agar sepeda motor tidak 
rusak mesin pada saat di pakai karena keadaan motor sudah tua. 
4. Sepeda motor yang digadaikan harus memiliki nilai jual di atas 
Rp.5.000.000.- 
5. Sepeda motor tersebut milik pribadi atau bukan pinjaman, dan apabila 
sepeda motor tersebut dalam masa kredit diharapkan pihak pemilik sepeda 
motor membayar cicilan secara baik dan rutin.8 
                                                          
7
 Yitno, penerima Gadai, Wawancara Pribadi,  23 Februari 2018 jam 15.00-15-30 WIB 
8
 Ibid. 
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G. Perpanjangan Pinjaman dan Penjualan 
Dalam sistem gadai yang ada di Desa Pare jangka waktu peminjaman 
adalah sesuai akad yang telah disepakati diawal perjanjian.9 Apabila sudah jatuh 
tempo pihak yang menggadaikan motor tidak dapat membayar atau melunasi, 
maka dapat diperpanjang dengan membuat perjanjian kembali dengan cara: 
1. Pemilik motor memberi kabar kepada pihak penerima gadai jika belum 
bisa melunasi hutangnya pada bulan selanjutnya yang telah disepakati, 
bisa langsung datang ke pihak penggadai atau bisa memberi kabar lewat 
telefon. 
2. Menetapkan kembali batas waktu pengambilan sepeda motor sesuai 
kesepakatan bersama. 
3. Apabila pihak penerima gadai tidak mau memperpanjang masa gadai 
sepeda motor tersebut, maka pihak penerima gadai menyuruh pemilik 
motor untuk menggadaikan di tempat lain atau bahasa di desa tersebut 
biasa di sebut (melempar) dan uang yang di pinjam dari pihak penerima 
pertama kembali beserta tambahanya dan gadai kendaraan bermotor 
beralih ke penggadai selanjutnya.10 
Apabila sampai batas waktu pihak yang menggadaikan motor tidak 
bisa menebus dan sudah tidak mampu untuk mengembalikan uang 
pinjamannya, maka barang yang dijadikan jaminan akan dijual sesuai 
                                                          
9
  Suwarno (dogol), Penerima Gadai Desa Pare, Wawancara Pribadi, 13 Maret 2018 jam 
19.00-20.00 WIB 
10
 Narto, Penerima Gadai, Wawancara Pribadi, 3 Maret 2018 jam 15.00-15-30 WIB 
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harga pasaran.11 Kelebihan dari penjualan sepeda motor tersebut akan 
dikembalikan kepada pemilik kendaraan bermotor. 
Contoh:  
1. Bapak Joko menggadaikan sepeda motor vario tahun 2011 dengan 
surat-surat lengkap kepada bapak hartanto, harga taksiran sepeda 
motor Bapak Joko Rp.10.000.000.- besarnya pinjaman yang di 
tentukan kedua belah pihak sebesar Rp. 5.000.000,- dan berjanji akan 
mengembalikan uang pinjaman pada 3 bulan mendatang, namun 
sampai batas waktu yang telah di sepakati Bapak joko belum bisa 
mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Bapak Hartanto lalu 
Bapak Joko memberi kabar untuk memberikan tenggang waktu 
sampai 3 bulan lagi dan Bapak Hartanto menyetujui. Dalam kurun 
waktu 1 Tahun Bapak Joko tidak mampu untuk menebus sepeda 
motor miliknya dan Bapak joko sudah menyerahkan sepeda motor 
tersebut untuk dijual oleh Bapak Hartanto, sehingga sepeda motor 
tersebut di jual sesuai harga pasaran  seharga  Rp. 9.000.000,- karena 
nilai speda motor tersebut sudah menurun dalam jangka waktu 1 
tahun. Uang hasil penjualan sepeda motor hitunganya sebagai berikut:  
Harga jual : Rp. 9.000.000,- 
Pinjaman : Rp. 5.000.000 + (10%) x Rp 5.000.000 = Rp. 5.500.000,- 
Pengembalian = Rp. 9.000.000 - Rp. 5.500.000 =  Rp. 3.500.000,- 
                                                          
11
 Dul, Penerima Gadai, Wawancara Pribadi, 3 Maret jam 17.00-17.30 WIB. 
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Jadi pengembalian dari hasil penjualan sepeda motor milik Bapak 
Joko adalah Rp. 3.500.000 dan keterlambatan penebusan sepeda motor 
selama satu tahun tidak ada pemaksaan tambahan biaya keterlambatan 
hanya seiklasnya pemberian dari Bapak Joko.12 
Selanjutnya apabila pihak yang menggadaikan sepeda motor pergi 
menghilang tanpa kabar dan motor yang dijadikan jaminan adalah sepeda 
motor kredit dari dealer, maka pihak penggadai harus menjual sepeda motor 
tersebut secara bodongan (tanpa surat BPKB) dengan cepat sesuai pinjaman 
yang diberikan kepada pihak yang menggadaikan motor tersebut, pihak 
penggadai tidak mau tahu karena sepeda motor tersebut atas nama pihak yang 
membeli dan pihak penggadai hanya menginginkan uangnya kembali.13 
 
 
                                                          
12
 Hartanto, Penerima gadai di Desa Pare, Wawancara pribadi, 12 Maret  2018 jam 19.00-
19.30 WIB 
13
 Narto, penerima Gadai, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2018 jam 15.00-15-30 WIB 
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BAB IV 
ANALISIS TEORI RAHN TERHADAP PRAKTIK GADAI KENDARAAN 
BERMOTOR DI DESA PARE MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN 
 
1. Analisis Dari Segi Aspek Akad 
Pada dasarnya praktik gadai yang penulis temukan di Desa Pare telah 
memenuhi unsur-unsur gadai menurut syara’ baik rukun maupun syarat 
praktik gadai di antaranya: 
a. Lafadż yaitu pernyataan perjanjian gadai yang dapat dilakukan dengan 
cara lisan maupun tertulis.  
Dalam proses praktik gadai yang ada di Desa Pare serah terima 
dilakukan secara lisan, yaitu ijab kabul dengan mengucapkan “saya 
gadaikan motor ini kepada bapak”. “Saya terima motor bapak sebagai 
jaminan atas utang bapak”, sesuai perjanjian akan diambil pada bulan 
yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam praktik gadai di Desa 
Pare tidak memerlukan kartu identitas apapun dari pihak penggadai 
sebagai syarat untuk menggadaikan, karena praktik gadai yang 
dilakukan sudah saling mengenal antara pihak penggadai dan 
penerima gadai. 
Dalam praktik gadai yang terjadi di Desa Pare tidak ada bukti 
tertulis antara kedua belah pihak, mereka hanya saling percaya satu 
sama lain. Bukti tertulis dalam suatu perjanjian memang diperlukan 
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sebagai tanda bukti bila dikemudian hari terjadi suatu masalah antara 
keduanya seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah 
282: 
             
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. 1 
 
Dalam praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Pare dari 
segi akad yang dilakukan secara lisan memang sudah sah asalkan 
sudah saling percaya satu sama lain dan saling mensetujui syarat-
syarat antar keduanya, namun lebih baik jika dalam suatu perjanjian 
antara keuda belah pihak ada bukti tertulis antara keduanya sebagai 
tanda bukti jika ada permasalahan diantara keduanya. 
b. Pemberian dan penerimaan gadai yaitu baik pihak pemberi dan 
penerima gadai harus sudah balig dan berakal serta telah cakap 
melakukan perbuatan hukum. 
Para ulama us{u>l fiqih menetapkan bahwa, pihak-pihak yang 
melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum 
                                                          
1
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid I, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 
431. 
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(mukallaf), akad yang dilakukan orang yang gila  atau anak kecil yang 
belum mampu bertindak hukum secara langsung hukumnya tidak sah.2 
Dalam praktik gadai di Desa Pare pemberi barang gadai serta 
penerima barang gadai sudah baligh karna memang praktik gadai yang 
terjadi di desa tersebut harus dilakukan oleh orang dewasa tidak boleh 
dilakukan oleh anak-anak dan kurang berakal artinya tidak gila.  
Orang yang melakukan praktik gadai di Desa Pare juga sudah 
memenuhi aspek cakap hukum, masyarakat yang menggadaikan dan 
penerima gadai umumnya orang dewasa yang sudah mengerti akan 
hukum konsekuensi gadai tersebut. 
c. Barang yang akan digadaikan harus ada pada saat perjanjian gadai 
berlangsung, barang gadai milik ra<hin diserahkan kepada pihak 
murtahi>n untuk dijadikan jaminan.  
Barang yang akan digadaikan juga ada pada saat perjanjian 
yaitu, berupa sepeda motor harus sesuai kriteria yang dapat dijadikan 
jaminan dalam gadai, sepeda motor akan diserahkan pada penerima 
gadai dan dimanfaatkan oleh penerima gadai, selain memanfaatkan 
penerima gadai juga harus merawat sepeda motor terebut. Dalam 
pemanfaatan pihak murtahi>n tidak boleh memanfaatkan motor secara 
berlebihan, seperti untuk mengangkut barang atau disewakan. Apabila 
                                                          
2
 M. Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2003), hlm. 105. 
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terjadi kerusakan pada sepeda motor seperti kerusakan mesin biaya 
akan ditanggung bersama dan jika kerusakanya disebabkan oleh 
penerima gadai misal kecelakaan biaya ditanggung sendiri oleh 
penerima gadai pada saat pengembalian sepeda motor, pihak 
penggadai juga sudah tahu jika konsekuensinya motor tidak seperti 
awal mula pasti ada lecet-lecet pada motor dan itu tidak 
dipermasalahkan. Sepeda motor tetap di tempat penerima gadai 
sebelum uang yang dipinjam dikembalikan, penerima gadai hanya 
memanfaatkan saja bukan menjadikanya hak milik seutuhnya. 
Setelah sepeda motor diserahkan kepada pihak penerima gadai, 
motor terlebih akan dilihat kondisi dari segi mesin ataupun 
kelengkapan bodi, kemudian motor akan ditaksir harganya oleh pihak 
penerima gadai dan dirundingkan oleh kedua belah pihak berapa 
pinjaman yang diminta oleh pihak penggadai. Taksiran harga sepeda 
motor adalah sesuai dengan harga pasaran pada saat itu juga. 
Setelah sepakat dalam penentuan pinjaman, penggadai 
mengatakan jangka waktu penebusan kembali barang gadainya, 
lamanya masa gadaian di tentukan oleh kedua belah pihak. Jika dalam 
jangka waktu yang telah disepakati pihak penggadai belum bisa 
menebus barang yang digadaikannya, pihak penerima gadai memberi 
tenggang waktu, asalkan ada kabar kejelasan dari pihak penggadai, 
jika pihak penggadai tidak dapat mengembalikan barang yang 
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digadaikan, pihak penerima gadai meminta izin kepada pemilik motor 
untuk menjualnya, dari hasil penjualan tersebut sisa hasil penjualan 
akan dikembalikan kepada pemilik sepeda motor tentunya sudah 
dikurangi dengan jumalh uang yang dipinjam. Apabila pihak 
penggadai tidak bertanggung jawab atas motornya dan motornya 
tersebut dalam masa kredit, motor akan dijual dengan cepat oleh pihak 
penerima gadai sesuai hutang yang dipinjam oleh pihak penggadai. 
d. Adanya hutang (marhu>n bih) yaitu sejumlah dana yang diberikan 
penerima gadai (murtahi>n) atas dasar besarnya taksiran barang gadaian 
(marhu>n) kepada yang menggadaikan (ra<hin).  
Murtahi>n memberikan sejumlah uang sebagai hutang dengan 
jaminan sepeda motor kepada ra<hin sesuai kesepakatan bersama dan 
disesuikan dengan harga motor yang digadaikan, jumlah hutang yang 
diberikan kepada pihak penggadai tidak boleh melebihi dari harga jual 
motor yang dijadikan jaminan agar tidak terjadinya kerugian pada 
salah satu pihak karena tidak adanya perjanjian tertulis antara 
murtahi>n dan ra<hin, jika sejumlah uang yang diberikan kepada orang 
yang menggadaikan motor sudah ada dan dikembalikan maka motor 
yang dijadikan jaminan juga akan dikembalikan pada pemiliknya. 
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Hutang oleh pihak penggadai di Desa Pare digunakan untuk 
membayar uang sekolah, menutupi kebutuhan mendadak, ataupun 
untuk keperluan lainya. 
2. Syarat Ketentuan Gadai Kendaraan Bermotor 
Barang-barang yang dapat dijadikan jaminan digadai perseorangan 
yang dilakukan masyarakat Desa Pare harus sesuai dengan uang yang 
dipinjam dan memiliki nilai jual serta milik pribadi atau bukan sepeda motor 
orang lain, serta memenuhi syarat-syarat lain sesuai yang sudah di jelasnkan 
pada bab III.3 Motor yang digadaikan harus sesuai dengan kriteria motor yang 
bisa dijadikan barang jaminan antara lain: Sepeda motor dengan kondisi layak 
pakai, memiliki kelengkapan surat minimal STNK, sepeda motor harus di atas 
tahun 2005 ke atas, agar sepeda motor tidak rusak mesin pada saat di pakai 
karena keadaan motor sudah tua, sepeda motor yang digadaikan harus 
memiliki nilai jual di atas Rp.5.000.000.-, sepeda motor tersebut milik pribadi 
atau bukan pinjaman 
3. Tambahan dalam pengembalian hutang 
Dalam penelitian, penulis menemukan masalah adanya kebiasaan 
masyarakat yang salah yaitu berpaku dengan adanya tambahan sebesar 10% 
pada saat pengembalian pinjaman, padahal dalam kenyataanya tambahan tidak 
diminta oleh pihak penerima gadai dan tidak disebutkan pada awal akad, 
                                                          
3
 Yitno, penerima Gadai, Wawancara Pribadi,  23 Februari 2018 jam 15.00-15-30 WIB 
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namun kebiasaan tersebut sudah ada dan sulit untuk dihilangkan. Padahal 
apabila pihak penggadai tidak mampu untuk memberikan tambahan tersebut 
juga tida dipermasalahkan karena itu hanya dianggap sebagai ungkapan 
terimakasih. 
Jadi dalam hal tambahan yang ada di Desa Pare tidak dikatakan riba 
karena dalam praktik gadai tersebut tambahan tidak diminta oleh pihak 
penerima gadai pada saat awal akad maupun pada saat pengembalian, namun 
perlu diluruskan jika kebiasaan masyarakat yaitu keterpakuan adat dengan 
tambahan 10%  tersebut harus dihilangkan. Pihak penggadai seharusnya 
mengatakan bahwa tambahan tersebut sebagai tanda terimakasih karena sudah 
memberikan pinjaman dan merawat motor yang dijadikan jaminan pada pihak 
penerima gadai. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an Surat al-
Maidah ayat 2: 
                                
          
Artinya:”...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan  dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggara”4 
 
                                                          
4
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid II…, hlm. 349. 
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Dalam ayat diatas menerangkan bahwa haram hukumnya jika dalam 
memberikan pinjaman mengenakan tambahan, dan pinjam meminjam dalam 
hal keburukan seperti untuk maksiat dan membeli minuman keras. Namun 
dalam praktik gadai di Desa Pare tidak ada penekanan dan permintaan dari 
pihak penerima gadai, dalam pemberian tamabahan adalah murni seiklasnya 
dari pihak penggadai. Serta para penggadai meminjam uang untuk memebayar 
kebutuhan mendadak ataupun membayar kebutuhan uang sekolah. Maka dari 
itu apabila pihak penggadai memberikan tambahan pada saat pengembalian 
hutang maka hukumnya sah, karena sukarela sebagai tanda terimakasih pada 
penerima gadai. 
4. Jenis barang yang digadaikan di Desa Pare 
Jenis barang yang dapat digadaikan di Desa Pare adalah sepeda motor 
yang masih layak pakai seperti merek Honda  atau Yamaha dan yang lainya 
asalkan motor tersebut di atas tahun 2005 dan mepunyai nilai jua di atas 5juta 
rupiah, ini disyaratkan agar tidak terjadinya kerugian pada pihak penerima 
gadai karena setiap tahun harga sepeda motor akan turun, uang pinjaman juga 
harus dibawah taksiran harga jual sepeda motor agar tidak terjadi kecurangan 
pihak penggadai saat berlangsungan gadai. 
Apabila terjadi keterlambatan dalam penebusan barang gadaian, pihak 
penerima gadai juga tidak akan menyita sepeda motor tersebut sampai pihak 
penggadai mampu melunasi hutangnya. Pihak penggadai juga tidak akan 
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menjual barang jaminan tanpa seizin dari pihak penggadai. Hasil penjualan 
sepeda motor sisa dari pelunasan hutang akan di kembalikan kepada pihak 
penggadai.  
Jadi dalam pelaksaanya praktik gadai kendaraan bermotor bisa 
dikatakan tolong menolong karena dalam praktiknya tidak ada pemaksaan dari 
pihak penerima gadai, pihak penggadai juga terbantu dengan diberikanya 
pinjaman uang  pada saat terjadi permasalahan yang mendadak, pihak 
penerima gadai juga bisa memanfaatkan sepeda motor asalkan tidak secara 
berlebihan. 
5. Status Barang Gadai 
Pemanfaatan barang gadai diperbolehkan oleh pihak penerima gadai, 
walaupun dalam akad tidak disebutkan diperbolehkanya pemanfaatan barang 
gadai, namun dalam kenyaatanya pemanfaatan barang gadai diperbolehkan 
oleh pihak penggadai agar sepeda motor juga tetap terawat seperti: pengisian 
bahan bakar, servis, dan ganti oli. Pemanfaatan barang gadai tidak boleh 
berlebihan seperti untuk menganggut barang-barang berat ataupun 
penggunaan yang mengakibatnya kerusakan sepeda motor. 
Dalam hukum Islam pemanfaatan diperbolekan asalkan tidak 
berlebihan dan diizinkan oleh pihak penggadai, namun seharusnya dalam 
praktik gadai di Desa Pare seharusnya pada awal akad disebutkan sekalian 
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bahwa barang gadai akan dimanfaatkan dan pihak penerima gadai 
mengizinkan hal tersebut 
6. Penaksiran Barang Gadai  
Penaksiran barang gadai (sepeda motor) dilakukan oleh kedua belah 
pihak sesuai dengan harga pasaran yang ada pada saat itu. Jadi antara 
keduanya saling terbuka dan tidak ada yang ditutupi saat aka gadai akan 
dilakukan.  
Ketentuan penaksiran harga sepeda motor didasarkan pada harga pasar 
yang selalu berubah dan akan menurun setiap tahunya, maka dari itu uang 
yang dipinjam harus dibawah harga pasaran, ini dimaksudkan agar tidak 
terjadi kecurangan dari pihak penggadai seperti tidak melunasi hutangnya 
karena pinjaman lebih besar dari harga jaminan. 
7. Berakhirnya masa gadai 
Dalam praktik gadai kendaraan bermotor di Desa Pare, masa gadai 
berakhir apabila pihak penggadai melakukan pelunasan kepada pihak 
penerima gadai, jika phak penggadai tidak mampu untuk melunasi hutangnya 
maka barang gadaian tidak akan menjadi milik pihak penerima gadai, barang 
jaminan akan dijual dengan seizin pimilik barang.  
Ini sesuai dengan hukum Islam, bahwa penerima wajib menjual barang 
gadai untuk melunasi hutang pihak penggadai, apabila pihak penggadai 
menolak untuk melunasi dan tidak mengizinkan barang gadai untuk dijual 
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maka hakim dapat memaksa untuk menjual barang gadaian, dan sisa dari 
penjualan yang sudah dikurangi pelunasan akan dikembalikan kepada pihak 
penggadai.  
8. Ketentuan pelaksanaan gadai 
Dalam praktik gadai di Desa Pare hak dan kewajibanya seimbang 
yaitu pihak penggadai meluansi hutangnya dan penerima gadai merawat 
motor yang dijadikan jaminan. Jika ada kerusakan pada sepeda motor akan 
dibicarakan kedua belah pihak, apa penyebab kerusakan dan biaya akan 
ditanggung bersama jika kerusakan diakibatkan tanpa kesengajaan dan 
sepengetahuan kedua belah pihak. 
Tambahan pada saat pengembalian juga tidak memberatkan, karena 
tidak ada permintaan dan paksaan dari pihak penerima gadai, tambahan 
diberikan seikhlasnya sebagai tanda terimakasih dan saling membantu biaya 
perawatan sepeda motor. Selain itu praktik gadai yang terjadi di Desa Pare 
tidak ada penekanan tenggang waktu, mereka dapat menggambil barang yang 
dijadikan jaminan semampu mereka, asalkan ada kabar yang jelas alasan 
belum bisanya melakukan pelunasan. Berbeda jika masyarakat menggadaikan 
di lembaga pegadaian yang jatuh temponya sudah ditetapkan dan apabila 
dalam kurun waktu yang sudah di sepakati pelunasan belum juga dilakukan 
maka barang jaminan akan dijual. 
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Dapat dilihat bahwa praktik gadai di Desa Pare, tidak cenderung 
menguntungkan ataupun merugikan pihak ra<hin ataupun murtahi>n karena 
kesepakatan dibuat oleh kedua belah pihak, dan tidak ada pembebanan 
apapun kepada pihak ra<hin. 
9. Resiko barang gadai 
Resiko barang gadai menjadi tanggung jawab pihak penerima gadai 
termasuk juga perawatan dan bahan bakar motor, jika terjadi kerusakan, 
apabila kerusakan pada saat dipakainya barang oleh pihak penerima gadai, 
namun jika kerusakan dikarenakan bencana alam dan bukan dari pihak 
penerima gadai makatidak menjadi tanggung jawab penerima gadai. 
Resiko yang ditanggung oleh pihak penerima gadai ini sudah sesuai 
dengan syariat Islam dimana murtahi>n harus menjaga borg sebagaimana 
menjaga barang miliknya sendiri, yakni seperti barang titipan. Begitupula 
keluarganya juga ikut menjaga. Kerusakan atau kehilangan di luar 
kesengajaan dan kesalahan murtahi>n, maka tidak wajib menggantinya, namun 
apabila keusakan dan kehilangan itu karena kelalaian dan kesengajaan pihak 
murtahi>n, maka pihak murtahi>n wajib menggantinya. 
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BAB V 
 PENUTUP  
 
A. KESIMPULAN 
Dari apa yang telah penulis uraikan dalam pembahasan skripsi ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Praktik gadai kendaraan bermotor yang terjadi di Desa Pare, Mondokan, 
Sragen adalah praktik yang dilakukan secara individu oleh masyarakat disana, 
dalam mekanisme praktiknya kesepakatan gadai dibuat oleh kedua belah 
pihak, dalam dalam praktik gadainya tidak ada penyitaan barang jika terjadi 
keterlambatan pada saat pelunasan. Tujuan dalam praktik gadai di Desa pare 
adalah tolong menolong, karena tambahan yang ada bukan dari permintaan 
pihak penerima gadai melainkan sukarela dari pihak penggadai. 
2. Tinjauan Hukum Islam yang berkaitan dengan teori rahn dalam praktik gadai 
di Desa Pare Kecamatan Mondokan pada dasarnya sudah sesuai dengan 
Hukum Islam tentang teori rahn, yaitu sudah terpenuhi rukun dan syarat rahn. 
Namun ada beberapa hal yang yang perlu diperhatikan antara lain: 
a. Tidak adanya bukti tertulis dalam perjanjian anatara kedua belah pihak 
dalam praktik gadai yang terjadi di Desa Pare, kedua pihak hanya 
mengucapkan akad secara lisan dan saling percaya. 
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b. Tidak adanya akad, terhadap pemanfaatan barang gadai oleh pihak 
penerima gadai. Walaupun ra<hin pada dasarnya membolehkan 
pemakaian sepeda motor oleh pihak murtahi<n 
c. Keterpakuan pada adat tentang tambahan yang diberikan pada saat 
pengembalian pinjaman, padahal tidak ada permintaan dari pihak 
murtahi>n. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis amati dalam praktik gadai di 
Desa Pare Mondokan Sragen, penulis ingin memberikan sedikit saran yang 
mungkin bermanfaat bagi pihak penerima gadai dan pihak penggadai yang 
ada di Desa Pare, yaitu: 
1. Dalam akad gadai yang dilakukan seharusnya ada perjanjian tertulis 
antara kedua belah pihak sebagai bukti, untuk meminimalkan apabila 
terjadinya kecurangan pada pihak yang bersangkutan 
2. Dalam keterpakuan masyarakat tentang tambahan pada saat 
pengembalian harusnya dihilangkan dengan penyataan pihak murtahi>n 
tidak meminta tambahan 10% atau dengan mengakatan biaya 
administrasi, sewa tempat dan perawatan. 
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LAMPIRAN 1 
Daftar Pertanyaan  
Penerima Gadai di Desa Pare 
1. Bagaimana awal mula praktik gadai muncul di Desa Pare Kecamatan Mondokan  
Kabupaten Sragen ? 
2. Bagaimana Pekembangan praktik gadai dari awal mula ada hingga sekarang? 
3. Darimana asal mula tabahan 10% sebagai tanda terimakasih tersebut? 
4. Apakan ada komunitas penerima gadai di Desa Pare? 
5. Syarat-syarat apa saja  yang harus dipenuhi penggadai agar bisa menggadaikan digadai 
perorangan Desa Pare? 
6. Bagaimana cara menghitung taksiran barang gadaian?  
7. Bagaimana cara menghitung tambahan yang diberikan pada saat pengembalian sebagai 
tanda terimakasih? 
8. Bagaimana jika terjadi kerusakan pada sepeda motor yang digadaikan serta perawatanya? 
9. Kriteria motor seperti apa yang dapat dijadikan sebagai jaminan? 
10. Apa keuntungan dengan melakukan praktik gadai tersebut? 
Orang yang menggadaikan 
1. Sejak kapan mengetahui adanya praktik gadai di Desa Pare? 
2. Apa yang melatar belakangi bapak menggadaikan motor? 
3. Apakah ada pemaksaan dari pihak murtahin dalam tambaham 10%? 
4. Apakah keberatak atau tidak dengan praktik gadai yang terjadi di Desa Pare? 
5. Motor apa saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan? 
6. Biasanya berapa jumlah uang yang diberikan sebagai pinjaman? 
7. Bagaimana jika terjadi kerusakan pada sepeda motor yang digadaikan serta perawatanya? 
8. Iklas tidak dengan adanya tambahan serta pemanfaatan sepeda motor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
Data Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen 
 
 
LAMPIRAN 3 
Wawancara pihak penerima Gadai di Desa Pare Kecamatan Mondokan 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4  
Wawancara pada masyarakat yang menggadaikan motornya 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5  
Bukti sepeda motor yang di gadaikan di tempat penerima gadai 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
Percakapan ijab kabul penerima gadai dengan yang menggadaikan motor di Desa Pare 
Pihak penggadai     “pak saya butuh uang untuk membayar uang 
sekolah anak saya, ini ada sepeda motor beat 
untuk saya jadikan jaminan, kira-kira berani gadai 
berapa pak?” 
Penerima gadai “ ini kelengkapan sepeda motornya apa saja pak? 
Tahun berapa? Dan akan digadaikan lengkap 
dengan suratnya atau motornya saja?” 
Pihak penggadai “kalo motornya saja berapa kalo sama surat BPKB 
berapa pak?” 
Penerima gadai  “ sepeda motor beat tahun 2016 pasaranya 12 juta 
kalo dijual, jadi kao digadai motornya saja saya 
berani sekitar 3 juta, kalo digadai dengan surat-
suratnya lengkap sekitar 9 juta” 
Pihak penggadai sepeda motornya saja, karna saya butuh uang juga 
tidak banyak, jadi motor dengan STNK saja nanti 
bulan depan saya ambil” 
Penerima gadai “iya pak ini uangnya 3juta” 
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